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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR  8  TAHUN  2007 

 
TENTANG 

 
POKOK-POKOK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 
 
Menimbang : a. bahwa guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi 

daerah dalam menuju masyarakat sejahtera, maka pengelolaan 
pertambangan umum  harus dikelola secara efektif, efesien, 
berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan; 

 
b. bahwa pengelolaan pertambangan umum sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan 
pengawasan untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif 
yang merugikan daerah dan masyarakat; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk  Peraturan Daerah tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Pertambangan Umum;  

 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal 

Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943); 

 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2831); 
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal 

Dalam Negeri  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2944); 

 
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 

 
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 

 
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor       
4948); 

 
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 43, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
3687); 

 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor 3839); 

 
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 

 
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4268); 
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13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), 

 
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-
bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3174);  

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa 

Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3838); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4154); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman 

Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4155); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen 
Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4314); 

 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 

tentang    Pembentukan  Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 
Nomor 27); 

 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2006 

tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 
(Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 
Nomor 13); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

dan 

BUPATI BANGKA TENGAH 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK 

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM. 
 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah.  

5. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Bangka Tengah. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan 
Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah. 

7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah . 
8. Kompensasi Informasi Data yang selanjutnya disebut KID adalah 

biaya yang harus dibayar peminat/pemohon sebagai kompensasi 
atas data yang diterima. 
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9. Bahan Galian adalah unsur-unsur, mineral-mineral, bijih-bijih dan 
segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan 
endapan-endapan alam. 

10. Bahan galian strategis adalah bahan galian yang strategis untuk 
Pertahanan dan Keamanan serta Perekonomian Negara. 

11. Bahan Galian Vital adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat 
hidup orang banyak. 

12. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital 
adalah bahan galian yang sifatnya tidak langsung memerlukan 
pasaran yang bersifat internasional. 

13. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau 
geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan 
maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan 
tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya. 

14. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk 
menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan 
galian. 

15. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk 
menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. 

16. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi 
mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh 
unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu. 

17. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan 
hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari wilayah 
eksplorasi, eksploitasi  atau tempat pengolahan/pemurnian. 

18. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil 
pengolahan/pemurnian bahan galian. 

19. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada 
badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. 

20. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah kuasa 
pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan penyelidikan 
umum. 

21. Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah kuasa pertambangan untuk 
melakukan usaha pertambangan eksplorasi. 

22. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah kuasa pertambangan untuk 
melakukan usaha pertambangan eksploitasi. 

23. Kuasa Pertambangan pengolahan dan pemurnian adalah kuasa 
pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan 
dan pemurnian. 

24. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan adalah kuasa 
pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengangkutan 
dan penjualan. 

25. Usaha Pertambangan Umum adalah kegiatan pertambangan yang 
terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan 
dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan  bahan galian selain 
minyak bumi dan gas bumi serta segala fasilitas penunjang di wilayah 
Kabupaten Bangka Tengah. 

26. Surat Usaha Pertambangan Umum adalah kuasa usaha 
pertambangan yang diberikan oleh Bupati untuk mengusahakan 
bahan galian strategis dan vital selain minyak bumi dan gas bumi 
maupun bahan galian yang tidak termasuk strategis dan Vital, berupa 
Surat Keputusan Usaha Pertambangan Rakyat (SKIPR), Surat 
Keputusan Kuasa Pertambangan Daerah(SKKPD) atau Surat Izin 
Pertambangan Daerah (SIPD). 

 
 
 
 


